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KEMENTERIAN KEHUTANAN. Dekonsentrasi.
Kehutanan. Gubernur.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.25/Menhut-11/2013
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2013 KEPADA 33 GUBERNUR

PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas

pelaksanaan urusan pemerintahan di  bidang
kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di
bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur
selaku wakil Pemerintah;

. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 ayat (5) Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, pelimpahan urusan
pemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur
selaku Wakil Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan
(Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2013 Kepada
33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil
Pemerintah;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintanh Nomor 45 Tahun 2004
tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.699 4

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
1172010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.33/Menhut-11/2012  tentang Perubahan  Atas
Peraturan  Menteri  Nomor P.40/Menhut-11/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 779).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2013
KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI
SELAKU WAKIL PEMERINTAH.

BAB |
PENGERTIAN
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah (Pusat) yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

3. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi
vertikal pusat di daerah.

4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumber-daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak
dapat dipisahkan.

5. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak
dibebani hak atas tanah.

6. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan,
penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan
tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas
dan luas kawasan hutan.
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Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi
batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan
penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas,
pengukuran dan pemetaan serta pembuatan berita acara tata batas.

Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam
rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.

Kesatuan pengelolaan hutan, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai
fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien
dan lestari.

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu adalah izin usaha yang
diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan
alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau
penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

Hutan tanaman rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi
yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan
potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur
dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai
pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan
negara.

DR adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan
hasilhutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi untuk
mereboisasi dan merehabilitasi hutan.

Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat
dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau
barang jadi.

Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan
berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan,
mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga
daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem
penyangga kehidupan tetap terjaga.

Hutan kemasyarakatan adalah hutan Negara yang pemanfaatan
utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan
dimanfaatkan untuk Kkesejahteraan desa serta belum terbebani
izin/hak.

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya,
yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang
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